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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiratNya yang telah melimpahkan
rahmatNya, sehingga Laporan Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat pada Triwulan
Il Tahun 2025 terhadap penyelenggaraan pelayanan publik Stasiun KIPM Mamuju dapat
di selesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun untuk mengukur dan mengetahui tingkat kepuasan
masyarakat, sebagai dokumentasi dan bahan analisa, serta evaluasi kegiatan pelayanan
publik yang diselenggarakan oleh Stasiun KIPM Mamuju. Berbagai informasi yang
diperoleh dari hasil survei ini tentunya akan menjadi gambaran akan persepsi pengguna
layanan terhadap kinerja pelayanan publik Stasiun KIPM Mamuju.

Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan
pertanggungjawab organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan
kinerja Stasiun KIPM Mamuju. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini
masih terdapat kekurangan, oleh karena itu masukan saran dan kritik sangat kami
perlukan dalam membantu menuju penyempurnaan.

Demikian laporan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan
Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib
mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya
membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan
akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep
pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat

mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012
maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan
masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas
pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik
akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan,

sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Stasiun Karantina lkan,
Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju sebagai salah satu Unit
Pelayanan Publik (UPP) di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan (BPPMHKP), maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat
tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan
pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan
informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran
secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan

kualitas data yang akurat dan komprehensif.



Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi
penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga
kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima
maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara
dapat terpenubhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
e Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
e Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan
e Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan
Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan
masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap
mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Stasiun Karantina
Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju. Adapun sasaran
dilakukannya SKM adalah :
1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja
penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam
menyelenggarakan pelayanan publik; dan
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

=

Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam

penyelenggara pelayanan publik;

2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit
pelayanan publik secara periodik;

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut

yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;



Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil
pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup
Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; dan

Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.



BAB Il
PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada UPP BPPMHKP
dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim
pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Stasiun KIPM Mamuju adalah tim yang
ditugaskan oleh Kepala Stasiun KIPM Mamuju pada Kegiatan Pencapaian Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) SKIPM Mamuju Tahun 2025.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan  SKM menggunakan  kuesioner  online  melalui  link
https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/87 yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner
terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor
14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Stasiun

Karantina lkan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju yaitu :

1. Persyaratan: Persyaratanadalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu
jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang
dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan
dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil
pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis
pelayanan.

6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus
dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
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7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan
pelayanan.

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan
masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat
dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang
merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan,
proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan

prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada
waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh
responden sebagai penerima layanan melalui link kuesioner yang telah disediakan.
Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari

unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik per-triwulan dengan jangka waktu (periode) yaitu
selama 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat dilaksanakan secara
konsisten terhadap pelaku usaha yang mendapatkan layanan di Stasiun KIPM Mamuju

maupun stakeholder terkait sampai dengan akhir triwulan 11l tahun 2025 ini.

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi
penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Stasiun KIPM
Mamuju periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan
triwulan Il tahun 2025, maka populasi penerima layanan pada Stasiun Karantina lkan,
Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju dalam kurun waktu
triwulan Il tahun 2025 sebanyak 8 orang. Selain itu juga dilakukan penyampaian link
kuisioner kepada pelaku usaha yang baru melakukan permohonan dan dilayani serta

stakeholder terkait yang pernah mendapatkan layanan dari Stasiun KIPM Mamuju.



BAB IlI
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan

yang diperoleh yaitu 8 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

NO | KARAKTERISTIK INDIKATOR JUMLAH | PERSENTASE
1 Jenis Kelamin Laki-laki 4 50,00%
Perempuan 4 50,00%
2 Usia Dibawah 25 0 0,00%
25-45 6 75,00%
46-60 2 25,00%
>60 0 0,00%
3 Pendidikan SD 0 0,00%
SMP 0 0,00%
SMA 1 12,50%
D3 2 25,00%
S1 5 62,50%
S2 0 0,00%
S3 0 0,00%
4 Pekerjaan ASN 1 12,50%
TNI/POLRI 0 0,00%
Pelaku Usaha KKP 1 12,50%
Pegawai Swasta 3 37,50%
Wirausaha Non KKP 2 25,00%
pelajar 1 12,50%
5 Jenis Layanan Uji Profisiensi bagi Iabora-toriu.m pengujian penyakit ikan, 0 0,00%
mutu, dan keamanan hasil perikanan
Penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif 0 0,00%
Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan
. . . . 0 0,00%
keamanan hasil perikanan, serta kualitas air
Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu
Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point | 3 37,50%
(PMMT/ HACCP)
Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil
perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery .
Products) untuk pengeluaran dari wilayah Negara 0 0,00%
Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)
Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan 4 50,00%
Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi lkan 0 0,00%
Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan lkan Yang Baik 1 12,50%
Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik 0 0,00%
Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya lkan Yang Baik 0 0,00%
Peperbltan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan lkan Yang 0 0,00%
Baik
Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat lkan Yang Baik | O 0,00%
Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik 0 0,00%




3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan

diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

AKTUAL MASYARAKAT
NO | UNSUR PELAYANAN INDEKS
KONVERSI MUTU KINERJA
Ul | Persyaratan 96,88 A Sangat Baik
U2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur 87,50 B Baik
U3 | Waktu Penyelesaian 96,88 A Sangat Baik
U4 | Biaya/Tarif 90,63 A Sangat Baik
U5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 93,75 A Sangat Baik
U6 | Kompetensi Pelayanan 96,88 A Sangat Baik
U7 | Perilaku Pelaksana 90,63 A Sangat Baik
U8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan 90,63 A Sangat Baik
U9 | Sarana dan Prasarana 93,75 A Sangat Baik
Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur
Nilai IKM Per Unsur
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BAB IV
ANALISIS HASIL SKM
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan
Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Dariseluruh unsur pelayanan yang disampaikan, terdapat 4 unsur layanan terendah
yang didapatkan ialah (U2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur dengan nilai 3,50 dan
(U4) Biaya/Tarif dan (U7) Perilaku Pelaksana dimana semuanya memperoleh nilai 3,63.

2. Sedangkan 3 unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Unsur (U1) Persyaratan (U2)
Sistem, Mekanisme dan Prosedur dan (U6) Kompetensi Pelayanan yang
memperoleh nilai 3,88.

3. Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui link
kuesioner pengisian SKM Online yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan,
saran dan masukan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam
pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

e “Masih banyak UMKM yg bim dapat informasi seperti ini”.
o “Pelaku usaha masih banyak yg miskin informasi. sosialisasi lebih masif”.
e “Perlu ada sosialisasi lebih intens terkait penerbitan skp yang terintegrasi dengan
oss”
Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat
digambarkan sebagai berikut :

e (U2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur, yang jika dikaitkan dengan saran dan
masukan pelaku usaha dapat disimpulkan bahwa pemahaman pelaku usaha terhadap
mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan sertifikasi masih kurang yang
merupakan salah satu dampak perubahan organisasi dan tugas fungsi sertifikasi yang
beralih dari masing-masing direktorat jenderal/eselon 1 teknis pembina sertifikasi
sebelumnya menjadi tugas dan fungsi BPPMHKP.

e (U4) Biaya/Tarif perlu disosialisasikan ulang sesuai dengan Tugas dan Fungsi terbaru
organisasi serta aturan tarif yang berlaku dalam layanan sertifikasi khususnya Ekspor
Hasil Perikanan dimana masih adanya harapan pelaku usaha untuk diberlakukannya
tarif Rp.0, (Nol) untuk komoditi ekspor (SMKHP) sedangkan yang berlaku di Badan
PPPMHKP masih mengacu pada PP 85 Tahun 2021 dimana tarif untuk Sertifikat
SMKHP adalah Rp. 25.000,- setiap sertifikat. Hal ini juga sebagai akibbat dari adanya
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pungutan biaya/tarif PNBP yang dialami oleh pelaku usaha dari instansi lain yang
terkait dengan kegiatan ekspornya (Sertifikasi oleh Instansi di Border).

e (U7) Perilaku Pelaksana ; Kondisi dimana pelaksana pelayanan yang masih kurang
memahami dan menguasai seluruh produk layanan sehingga terkesan tidak dapat
memberikan penjelasan yang memadai kepada pengguna layanan.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik
maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil
analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut
perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Selain hasil penilaian dari unsur pelayanan yang ada, juga diperoleh saran dan masukan

dari pelaku usaha/stakeholders yang harus dilakukan upaya perbaikan kedepan

sehingga tidak manjadi permasalahan dikemudian hari.

Aduan, saran dan masukan yang menjadi perhatian yaitu :

¢ “Masih banyak UMKM yg blm dapat informasi seperti ini” dan “Pelaku usaha masih
banyak yg miskin informasi. sosialisasi lebih masif”.

Hal ini akan dilakukan perbaikan dan ditindaklanjuti berupa siasialisasi secara konsisten
dan terus menerus melalui berbagai media publikasi terkait mekanisme dan prosedur
setiap produk layanan.

e “Perlu ada sosialisasi lebih intens terkait penerbitan skp yang terintegrasi dengan oss”
Untuk saran dan masukan ini akan dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait
penerbitan skp yang terintegrasi dengan oss. Untuk masukan ini akan dilakukan upaya
komunikasi dengan pihak-pihak dimaksud terkait pelaksanaan pembinaan kepada UPI
didaerah seperti komunikasi dengan penyuluh perikanan perihal layanan melalui OSS.

Tindak lanjut hasil SKM akan dilakukan secara berkelanjutan melalui Sosialisasi
mekanisme pelayanan masing-masing produk sertifikasi baik melalui poster/banner,
leaflet dan bentuk fisik lainnya, juga dilakukan melalui media sosial Unit Pelayanan yang
dapat diakses dan dilihat oleh pengguna layanan. Perbaikan direncanakan tindak lanjut
dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah

(lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan).

Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:
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Waktu Penanggung
No. | Unsur Pelayanan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Jawab
Okt | Nov | Des
1 | (U2)Sistem, Publikasi dan sosialisasi Infografis/ | V Tim
Mekanisme dan | Leaflet/Brosur/Poster terkait Sistem, Pelayanan
Prosedur Mekanisme dan Prosedur vyang Publik
berlaku di Badan Mutu KKP
(BPPMHKP)  yang  disampaikan
melalui Media Sosial dan Secara
langsung di ruang pelayanan serta
Komunikasi  Penyuluh  Perikanan
didaerah
2 | (U4) Biaya/Tarif | Membuat Infografis/Leaflet/ Brosur/ ' Tim
Poster terkait Biaya/Tarif yang Pelayanan
disampaikan melalui Media Sosial Publik
dan Secara langsung diruang
pelayanan.
3 | (U7) Perilaku Melakukan supervisi dan v Tim Kerja
Pelaksana pendampingan kepada pelaksana Manajemen
layanan dalam melakukan pelayanan mutu

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat

perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan

survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk

melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai

bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan

(tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta

kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan

Stasiun Karantina lkan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuiju

dapat dilihat melalui grafik berikut :
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Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan yang relatif kecil
sebesar 0,28 poin kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari periode triwulan 12025
hingga Triwulan Il Tahun 2025 yang kemudian mengalami kenaikan yang signifikan pada

triwulan Il tahun 2025 sebesar 3,86 dimana pada kondisi ini dalam kategori pelayanan

“SANGAT BAIK”.
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BAB V
KESIMPULAN
Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu
periode Triwulan Il mulai Juli hingga September 2025, dapat disimpulkan sebagai
berikut:

e Pelaksanaan pelayanan publik di Stasiun Karantina lkan, Pengendalian Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan Mamuju pada Triwulan Il tahun 2025 secara umum
mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 93.06 dimana
mengalami kenaikan yang signifikan dari segi nilai dibanding triwulan Il yaitu 89.20
yang tadinya mengalami penurunan (0.28 poin) dari kinerja penyelenggaraan
pelayanan publik di triwulan | Tahun 2025 lalu.

e Terdapat 3 unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Unsur (U1) Persyaratan, (U3)
Waktu Penyelesaian (U6) Kompetensi Pelayanan dengan nilai indeks konversi 96,88
atau 3.88. Meski demikian akan tetap dilakukan upaya yang konsisten untuk menjaga
nilai yang ada dan dimungkinkan untuk ditingkatkan.

e Unsur pelayanan yang termasuk dalam tiga unsur terendah dan menjadi prioritas
perbaikan yaitu (U2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U4) Biaya/Tarif, (U7) Perilaku
Pelaksana. Selain itu terdapat beberapa saran dan masukan yang juga menjadi
prioritas perbaikan pelayanan dimasa mendatang sehingga masyarakat merasa puas
dalam menerima pelayanan yang dilakukan di Unit Pelayanan Stasiun KIPM Mamuju.

e Selama triwulan ke Il ini telah dilakukan upaya tindak lanjut perbaikan atas beberapa
unsur pelayanan yang memperoleh nilai kurang di triwulan Il tahun 2025 yang lalu
diantaranya : Publikasi dan sosialisasi Infografis/ Leaflet/Brosur/Poster terkait
Sistem, Mekanisme dan Prosedur, biaya/tarif yang disampaikan melalui Media Sosial
dan diruang pelayanan dan komunikasi dengan penyuluh perikanan didaerah untuk
penyebarluasan informasi serta senantiasa Melakukan supervisi dan pendampingan
kepada pelaksana layanan dalam melakukan pelayanan.

/ "No S\ Mamuju, Oktober 2025
ka An <\ <\\ ‘\‘Kepala

4\"’ i\

A\
TR AN Y’ W

'? 44, \,? ""DarW|5, S. Pi. MP.
\\\Z,ﬁ%// NIP. 19680101 199903 1006
14



LAMPIRAN

1. Kuesioner Online

Data Layanan

Pilh Layanan Perjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu TerpadusHozard Analysis ond Critical Contral Point PMMT/ HACCP)

Penjaminan kesehatan kan, mutu. hasil perixanan Fish and Fishery
Jasa pengujian hama penyaki kkan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serts kualitas air
Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan

Fenerbitan Sertifixat Penerapan Distribusi lkan

Penerbitan Sertifixat Cara Penanganan lkan Yang aik
Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik
penerbitan Sertifixat Cara Budi Daya kan ¥ang 8ak
Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yaris Baik
Benerbitan Sarmifixat Cara Pembustan ObatIkan Yang Batk

Penerbitan Sertifiat Cara Distribusi Obat lkan Yang Baik

Data Responden

ik Survey 19.Fob-2025 13119

Nama

Jenis Usaha Ferseorangan
Korporast

Jenis Kelamin/Gender Pria/Laki-laki

Wanita/Perempuan

Usia ' <25Tahun 46 5/d 60 Tahun
2557d 45 Tahun + > 60 Tahun

Pendidikan so st
SMP 152
SMA 52
D3

Pekerjaan Ay | Pegawai Swasta
TNIPOLRI Wirausaho Non KKP

Pelaku Usaha KKp Balajar / Mahasiswa

Pertanyaan

1 Bopakiby

pelayanan yang horus dipenuhi dERgan PErSYSratan pelayanan yang dinformasikan?
S . e BOPRY

P

Sangat sesuai
sesual
Kurang sesual
Tidak sesual

2 Bapakiiby dshan prosadur yang dijalan untuk mendapatkan layanan?

‘Songat Mudah
Mudah

vurang mudan
Tidak mudah

3 Bapaksby dengan yang an?
Sangat sesuai
Sesual
Kurang sesual
Tidak sesual

s Bapaksiby biaya ibayarkan dengan yang
Sangat sesusi
Sesuat
Kurang sesual
Tidak sesual

s 3 yong ada pada publikes: dengan pelayanan yang diberikan?
Songat sesual

sesual

Kurang sesual

Tidak sesual

%. Bagaimana kecepatan resp

it fan infarmasi, 5h) dari apl diberan?
Sangat Cepat

cepat

Kurang cepat

Lambat

7. Bagalmana kemudahan dalam penggunaan fitur nada apilkas! sistem layanan?
sangat Mudan
Mudah
Kurang mudah
Tidak mudah

8 Bagaimana penilaian Bapaksibu konsultasi dan (sarana
sangat balk
Baik
Kurang bak
Tidak balk

= lanjuty?

9. Bagaimana penilaian Bapak/iby Lentang kualitas isiskonten dari o
sangat baik
Balk

asi sistem layanan?

Kurang bark
Tidak balk

Kesimpulan

Apakah petugas telsh memberikan pelayanan secara prima (sikap, keteram

n dan penampilan)

Kritik dan Saran *] Harus diisi minimal 3 kata

b

rm

= Pastkan anaa taiar mengil seiurun peranyssn sebelum submiL

) untusk pengeluaran dari wilayah Negara Kesaluan Republik Indonesia (Ekspar)
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2. Hasil Pengolahan Data SKM

TABEL PERHITUNGAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAMUIU
PERIODE TRIWULAN IIl 2025

JENIS NILAI UNSUR PELAYANAN NILAI PER JENIS (NRR PER JENIS
NO JENIS LAYANAN KELAMIN USIA |PENDIDIKAN | PEKERJIAAN viluzluslualuslusluzluslus KRITIK DAN SARAN LAYANAN LAYANAN
1 |Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolzhan Lekidaki | 4660 B wirsussha | 4,00| 3,00( 400| 3,00| 4,00{ 2,00| 4,00{ 2,00 4,00|!251h B2k UMKM ye bim dapatinformasi 92,44
sepem ini — 93,06
2 |Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan Lakidaki | 4660 51 wirsuszha | 4,00] 3,00] 400| 2,00( 3,00] £,00| 3,00 3,00 3,00|é/2ku usanE mesih banyakyg misidn 83,33
informasi. sosializasi lebih masif
Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu
. ) 3mgz kedepannya sllu di pertahankan dan
3 |Terpadu/Hazard Analysis and Critical Contral Paint Perempuan| 25-45 3 swasta | 4,00( 4,00( 4,00| 4,00| 4,00] 4,00| 4,00/ 4,00( 4,00[ * 100,00
| . ditingkatkan
(PMMT/ HACCF)
Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu 92,59
4 |Terpadu/Hazard Analysis and Critical Contral Paint Perempuzan| 25-45 81 pelajar | 4,00|3,00(3,00|3,00| 3,00| 3,00 3,00| 3,00( 3,00 (sudzh zangat baik 77,78
[PMMT/ HACCF)
5 |Penerbitan Sertifikat Cara P Ikan Yang Baik Laki-laki | 2545 51 swasta | 4,00 4,00| 4,00| 4,00 4,00) 4,00( 4,00| 4,00 4,00|Sudzh sangat 100,00
& |Penerbitan Sertifikat Kelayakan Panzalshan Lakidaki | 2545 SMA UFE;E:”KP 4,00| 2,00 400| 4,00( 4,00 4,00( 4,00 | 4,00| 4,00 |PELAYANAN SANGAT BAIK 100,00
== - 94,44
7 |Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengalahan Perempuan| 2545 51 ons | 3,00|3,00] 40| 4,00| 4,00| 400 3,00| 3,00| 2,00 PEIY 202 s0sialisasilebin intens teriit 83,89
penerbitan skpyan dengan oss
Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu
8 |Terpadu/Hazard Analysis and Critical Contral Point Perempuzan| 25-45 D3 swasts | 4,00 4,00| 4,00|4,00| 4,00| 4,00( 4,00| 4,00 4,00|5llu di tingkatkan 100,00 100,00
(PMMT/ HACCP)
JUMLAH HILAI PER-UNSUR 31 |28 (31|29 |30 |31)|29 |29 |30
RATA-RATA PER-UNSUR 3,88 |3,50(3,88 |3,63|3,75|3,88 (3,63 | 3,63 [3.75
NILAI INDEKS PERUNSUR 0,43]0.39| 043|040 042|043 [ 0,40 | 080 [ 0.2 SANGAT BAIK 95,02
MILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 93]05
NO | KARAKTERISTIK INDIKATOR JUMLAH | PERSENTASE
1 Jenis Kelamin Laki-laki 4 50,00%
Perempuan 4 50,00%
2 Usia Dibawah 25 0 0,00%
25-45 6 75,00%
46-60 2 25,00%
>60 0 0,00%
3 Pendidikan SD 0 0,00%
SMP 0 0,00%
SMA 1 12,50%
D3 2 25,00%
S1 5 62,50%
S2 0 0,00%
S3 0 0,00%
4 Pekerjaan ASN 1 12,50%
TNI/POLRI 0 0,00%
Pelaku Usaha KKP 1 12,50%
Pegawai Swasta 3 37,50%
Wirausaha Non KKP 2 25,00%
pelajar 1 12,50%
. Uji Profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan,
5 Jenis Layanan ) g . . pengy) peny 0 0,00%
mutu, dan keamanan hasil perikanan
Penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif 0 0,00%
Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan
. . . . 0 0,00%
keamanan hasil perikanan, serta kualitas air
Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ 3 37 50%
Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP) et
Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil
perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) 0 0.00%
. . . (]
untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik !
Indonesia (Ekspor)
Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan 4 50,00%
Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi lkan 0 0,00%
Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan lkan Yang Baik 1 12,50%
Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan lkan Yang Baik 0 0,00%
Penerbitan Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik 0 0,00%
Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan lkan Yang Baik 0 0,00%
Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik 0 0,00%
Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik 0 0,00%
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AKTUAL MASYARAKAT
NO UNSUR PELAYANAN INDEKS
KONVERSI MUTU KINERJA

Ul | Persyaratan 96,88 A Sangat Baik
U2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur 87,50 B Baik

U3 | Waktu Penyelesaian 96,88 A Sangat Baik
U4 | Biaya/Tarif 90,63 A Sangat Baik
U5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 93,75 A Sangat Baik
U6 | Kompetensi Pelayanan 96,88 A Sangat Baik
U7 | Perilaku Pelaksana 90,63 A Sangat Baik
U8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan 90,63 A Sangat Baik
U9 | Sarana dan Prasarana 93,75 A Sangat Baik

NILAI INTERVAL MUTU KINERJA UNIT

NO NILATINTERVAL KONVERSI PELAYANAN PELAYANAN

1 1,0000 - 2,5996 25,00 - 64,99 D Tidak baik

2 2,6000 - 3,0640 65,00 — 76,60 C Kurang baik

3 3,0644 - 3,5320 76,61 — 88,30 B Baik

4 3,5324 - 4,0000 88,31 - 100,00 A Sangat baik

3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM
& oisni s o T @
Terimakasih

Terimakasih

Back to Home

2% x.com/bppmhkp_mamuju

X « Badan Mutu KKP Mamuju - Mengikuti Q ca
9246 postingan
m d ju  Badan Mutu KKP Mamuju .. @bppmhkp_... - 70kt 3 - Anda mungkin suka
Beranda Hai #Sanabatbanar Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan il )
Tahun 2025 Badan Mutu KKP Mamuju memperolen nilai 93,06 (Sangat @ S.Latuconsina m
hi Baik). @DConsina
Q Jelajahi Terimakasin atas partisipasi Bapak/ Ibu dalam pengisian kuisioner Survei
i Raini Talaohu
@ Notifikasi 3 ai [ e ]
(OF==2 ey 00 =
B Pesan
DAN MUTU KKP MAMUIY

Masil Survel Kepuasan Masyarakat
4 Grok Perlode Triwulan 11l Tahun 2025
[E Daftar
[ Markah
A Komunitas

.
X Premium I

-~
A Profil
@ Lainnya o u o m Qa

-

Badan Mutu KKP Mamuju

60kt

.. @bppmhkp..

e B

Senin, 6 Oktober 2025 BPPMHKP Mamuju telah melaksanakan Apel Pagi

Pegaviai yang dipimpin langsung oleh Kepala BPPMHKP Mamuiju bapak
Darwis dalam arahan Kepada seluruh ASN dan PILP agar tetap menjaga
Kedisiplinan Absensi.
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O e xonow Ry ke 552 === 08

BADAN MUTU KKP MAMUJU
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Periode Triwulan Il Tahun 2025

2

bppmhkp.mamuju

bppmhkp.mamuju Hai #Sahabatbahari Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM) Triwulan Il Tahun 2025 Badan Mutu KKP Mamuju
memperoleh nilai 93,06 (Sangat Baik).

2

Terimakasih atas partisipasi Bapak/ Ibu dalam pengisian kuisioner
Survei Kepuasan Masyarakat,

Saran dan masukan Bapak/Ibu akan menjadi bahan evaluasi kami
untuk memberi pelayanan lebih baik.

#BPPMHKP #PanganBiru #2025KKPRiseTogether

#EkonomiBiruUntukindonesiaEmas #KKPGOID
#SaktiWahyuTrenggono

5 ming

® Qv A

“ Disukai oleh tharyoddang dan 12 lainnya
7 Oktober

@ Tambahkan komentar...

€« > C 25 facebook.com/profile. php?id=1000116564439306 Q W ﬁ' H
)
@ ® 5] @ ) ERC v
% Bppmhkp Sulbar =
W DR fas B et
b st S Kepsan Myt (500 T B v 2025800 W
— ks v | | P o ot i 3308 e ek

Tesimaicasih atas partisipasi Bapak/ ou Galam pengisan kuisoner Survel Kepuasan Masjaraiat,

Apadiwwwe facebook.com

eract untuk memert peiayanan ieon

=== a8 e 08

=
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Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya

Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan
Survei Kepuasan Masyarakat
Periode Triwulan Il Tahun 2025

Stasiun Karantina lkan, Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan
Tahun 2025
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BAB |
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang
berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan
diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu
asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif
selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah
merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik
untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut
adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara
komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang
diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong
partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara
pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam
menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk mencapai berbagai tujuan
tersebut, maka Stasiun Karantina lkan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil
Perikanan Mamuju perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses continuous
improvement dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi

peningkatan kualitas pelayanan publik.
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BAB II
DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Stasiun Karantina lkan, Pengendalian
Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Mamuju periode triwulan Il tahun 2025
menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat
terlihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Triwulan Il Tahun 2025

AKTUAL MASYARAKAT
NO UNSUR PELAYANAN INDEKS
KONVERSI MUTU KINERJA
Ul | Persyaratan 88,89 A Sangat Baik
U2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur 91,67 A Sangat Baik
U3 | Waktu Penyelesaian 88,89 A Sangat Baik
U4 | Biaya/Tarif 86,11 B Baik
U5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 86,11 B Baik
U6 | Kompetensi Pelayanan 91,67 A Sangat Baik
U7 | Perilaku Pelaksana 88,89 A Sangat Baik
U8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan 88,89 A Sangat Baik
U9 | Sarana dan Prasarana 91,67 A Sangat Baik
- Jenis Unsur Pelayanan
Ul u2 u3 u4 us U6 U7 us U9
IKM per unsur 3,88 | 350 | 3,88 | 3,63 | 3,75 | 3,88 | 3,63 | 3,63 | 3,75
Kategori A A A B B A A A A
IKM Unit Layanan 93,06 SANGAT BAIK

Berdasarkan data di atas, secara umum dapat dilihat bahwa mutu pelayanan yang
diperoleh pada Triwulan Il sudah sangat baik, akan tetapi masih diperlukan perbaikan secara
terus menerus agar nilai yang diperoleh dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan. Untuk
nilai perunsur pelayanan dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi
lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut jika dibandingkan dengan
unsur lainnya. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan
terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut
dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala
prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur dengan nilai terendah. Kerangka

rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

Waktu Penanggung
No. | Unsur Pelayanan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Jawab
Juli | Agst | Sept
1 | (U4)Biaya/Tarif | Membuat Infografis/ Leaflet/ v Tim Humas
Brosur/Poster terkait Biaya/Tarif
yang berlaku di Badan Mutu KKP
(BPPMHKP)  yang  disampaikan
melalui Media Sosial dan Secara
langsung di ruang pelayanan
2 | (U5) Produk Membuat Infografis/Leaflet/ Brosur/ | V Tim
spesifikasi jenis | Poster terkait produk/ spesifikasi Pelayanan
pelayanan jenis layanan yang disampaikan Publik

melalui Media Sosial dan Secara
langsung diruang pelayanan serta
dimungkinkn  untuk  melakukan
Dialog Interaktif.
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BAB Il

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Apakah RTL
No Rencana Tindak Lanjut Telah D.It":‘dak Deskripsi T":‘.dak Lanjut Dokumentasi Kegiatan Tantangan / Hambatan
lanjuti (Mohon Dijabarkan)
(Sudah/Belum)

1. | Membuat Infografis/ Leaflet/ Sudah Membuat Infografis/ L(?ka5| UPTyang berada
Brosur/Poster terkait Leaflet/ Brosur/Poster dipusat ko'Fa mamuju
Biaya/Tarif yang berlaku di terkait Biaya/Tarif yang akan tetapi pelaku
Badan Mutu KKP (BPPMHKP) berlaku di Badan Mutu u§aha terse!oar
yang disampaikan melalui KKP (BPPMHKP) yang dlseluru.h wilayah o
Media Sosial dan Secara disampaikan melalui sulawesi barat mer.u.adl
langsung di ruang pelayanan Media Sosial dan Secara tantangan ter.sendlrl

langsung di ruang untuk senantiasa
pelayanan sebagai memberikan informasi
bahan bacaan melalui segala bentuk
pengguna jasa layanan media sosialisasi.
ketika hadir dikantor.

2. | Membuat Infografis/ Leaflet/ Sudah Membuat Leaflet/ - 11. Untuk layanan
Brosur/ Poster terkait produk/ Brosur/ Poster terkait 9 setifikasi Ekspor,

spesifikasi jenis layanan yang
disampaikan melalui Media
Sosial dan Secara langsung
diruang pelayanan serta
dimungkinkn untuk
melakukan Dialog Interaktif.

produk/ spesifikasi jenis
layanan yang
disampaikan Secara
langsung di ruang
pelayanan sebagai
bahan bacaan
pengguna jasa layanan
ketika hadir dikantor
serta diposting melalui
kanal media sosial UPT

Frekuensi pelayanan
kepada pelaku usaha
yang masih sangat
jarang karena jumlah
UPI yang melakukan
kegiata ekspor hanya
1 UPI

2. Penggunalasa bidang

produksi primer
banyak akan tetapi
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% Bppmhip SulBar
=3 @

#Haisahabatbahari
Ingin tau Standar Pelayanan Sertifikasi Cara Budidaya fian Yang Bak yukk simak dafam postingan
bevikut yaa &

FBPPMHKP

#Pangantinu.. Likat selengkapnya

PEDOMAN

SERTIFIKASI CARA

BUDIDAYA IKAN
ANG BAIK

© Mubarmma 4 \rham Hasanuddin dan £ lainoys

5 Suka () Xomentari &> Bagikan

pemahaman dan
kemampuan  untuk
mengakses layanan
0SS yang menjadi
persyaratan sangat
minim.
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¥ Bppmhkp SulBar
& suna
#haisshabatbahari

Ingin tau Standar Pefsyansn Sertifikas Penerapan Sertifikat Cars Penanganan fkan yang Baik & stas
Kapal yukk simak dalam postingan berikut yaa &

#BPPMHKP

#PanganBiru... Lihat selengkapnya

STANDAR PEEAVANAN
ASECPII I ATAS KA

MEXANISME SERTIFIAS! C

&> Bagikan

« = Mengdost
G v © .
Beranda Anda mungkin suka
Badan Mutu K5 - coom i
Jeajahi - ISba P M, d Satuconsine o
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BAB IV
KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya

dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Mamuju
telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100% (prosentase dihitung
dari realisasi tindak lanjut/jumlah rencana tindak lanjut X 100%)

2. Guna memastikan Rencana Tindak Lanjut tetap terimplementasi, maka perlu

disusun berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang

dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong
diimplementasikannya RTL antara lain :
No RTL Strategi Penyelesaian Target Wa!(tu Penanggung Stakeho!der
Penyelesaian Jawab Terkait
1 | Sosialisasi Pemberitahuan <3 bulan Tim Pengguna
Persyaratan melalui Media sosial pelayanan | jasadan
Layanan, Stasiun KIPM publik instansi
mekanisme dan | Mamuju terkait terkait
prosedur yang | Persyaratan
terkait dengan | Layanan,
produk mekanisme dan
pelayanan prosedur yang
kepada terkait dengan
masyarakat produk pelayanan
umum.
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